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Abstract
This research aims to analyze acquittal decisions (Vrijspraak) (study decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby) from the perspective of Islamic Criminal Law and answer the question of whether a judge may decide a case based on his own knowledge. Considering the large number of perpetrators of criminal acts who were acquitted by the judge because based on the results of the trial it was not legally proven and convinced the judge that the defendant had actually committed the crime. This research is normative juridical research sourced from secondary data, collected based on literature studies and then the data is processed and analyzed descriptively qualitatively. The results of the research conclude that from the perspective of Islamic criminal law, the actions of the defendant Gregorius Ronald Tanur in decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby have fulfilled the elements of semi-intentional murder and the sanction is in the form of diyat (a fine that must be paid to the victim's family either in the form of camels, gold, silver, wheat, goats, and jewelry, according to the predetermined diyat levels) if the judge has doubts about imposing a diyat sentence, the judge can replace the diyat sentence with a ta'zir punishment, namely a punishment that is repressive, preventive, and educative. Judges' decisions based on their own knowledge are completely unacceptable nowadays, because many of today's judges are irresponsible.
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Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, dan tertib. Hukum mengatur pergaulan hidup (social control) dan secara tegas bersifat memaksa, sehingga disaat seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum atas kesalahannya (schuld) dapat dikenakan hukuman (punishment), termasuk penjatuhan sanksi pidana.[footnoteRef:1] Hukum yang berkualitas adalah hukum yang menjaga kepastian hukum, dan menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam Masyarakat.[footnoteRef:2] Untuk menjaga kualitas hukum dalam sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) diperlukan penyelenggara peradilan, seperti: polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang bekerja mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di sidang pengadilan.[footnoteRef:3]
Seorang hakim diharapkan bertindak arif dan bijaksana demi mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu perkara pidana dan menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan sanksi, dan jika terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana maka dapat diberikan putusan bebas dari hukuman, semua itu bermuara pada rasa keadilan kedua belah pihak, dan putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Putusan hakim akan benar dan adil jika putusan tersebut dapat mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi social, bukan hanya sebagai putusan yang sekedar memelihara ketertiban dan formalitas saja. [footnoteRef:4]
Ada tiga bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yakni putusan berupa pemidanaan[footnoteRef:5] atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.[footnoteRef:6] Putusan lepas yaitu tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan perbuatan pidana tetapi masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan.[footnoteRef:7]  [5:  Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim diatur dalam KUHAP, di antaranya: a) Pidana pokok, yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. b) Pidana tambahan, yang terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.]  [7:  Pasal 191 ayat 1, 2, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA” (n.d.), www.djpp.kemenkumham.go.id.] 

Pada putusan tersebut, hakim harus benar-benar cermat mempertimbangkan argumen penasehat hukum terdakwa, penuntut umum, dan alat bukti yang sah sehingga hakim mendapat keyakinan terhadap peristiwa hukum tersebut sebagai dasar penjatuhan hukuman. Jika hakim terdapat keragu-raguan, maka hakim wajib membebaskan terdakwa. Akan tetapi, sebaliknya jika hakim keliru dalam menjatuhkan putusan bebas atau membebaskan orang yang bersalah, maka ia akan berhadapan dengan pertanggungjawaban yuridis karena salah menerapkan hukum. Penjatuhan putusan bebas hendaknya harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam putusan bebas. Bukan tidak mungkin suatu putusan bebas yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengabaikan nilai-nilai keadilan.[footnoteRef:8] 
Putusan bebas terhadap terdakwa pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia seringkali terjadi, dan menimbulkan pro kontra dimasyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran para peneliti untuk menganalisa putusan bebas tersebut. Berikut ini, beberapa penelitian tentang putusan bebas terhadap terdakwa yang menyebabkan korbannya meninggal dunia:
Yosua Kelvin dan Parningotan Malau yang berjudul Analisis Putusan Bebas Terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Sadis Dan Berencana (Studi Putusan Nomor: 35/PID.B/2012/PN.BTM), dalam putusan ini terdakwa Mindo yang merupakan pelaku utama diputus bebas oleh majelis hakim, sedangkan terdakwa Gugun dan terdakwa Ros yang berperan sebagai pembantu dan turut serta sudah diputus bersalah oleh majelis hakim dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut. Putusan ini tidak memenuhi asas keadilan, keamanan dan ketertiban hukum.[footnoteRef:9] Yahdiani Ayu Azizah dalam skripsinya yang berjudul Analisis Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Didahului Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Nomor: 155/Pid/2020/PT TJK). Berkesimpulan bahwa adanya ketidaksesuaian alat bukti dengan keterangan saksi dan kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Crosscheck perkara menimbulkan keragu-raguan bagi hakim sehingga memberikan putusan bebas terhadap terdakwa.[footnoteRef:10] Anaffisa, dalam prosiding Ilmu Hukum menguraikan hasil penelitiannya bahwa yang menjadi Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Bebas Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam putusan Nomor: 817/Pid.B/2018/PN Pdg berlandaskan pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta telah berhasil membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah berdasarkan bukti yang diajukan berupa keterangan saksi, viosum et repertum, dan keterangan terdakwa.[footnoteRef:11] Ketiga penelitian tersebut, memiliki kesimpulan yang sama yakni tidak terbuktinya tuntuntan dan dakwaan jaksa penuntut umum, dan adanya kelalaian dari jaksa penuntut umum dalam hal pengajuan alat bukti dan saksi, sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas.
Baru-baru ini pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya melalui putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur yang melakukan penganiayaan dan menyebabkan kematian terhadap Dini Sera Afrianti. Putusan ini menuai pro kontra di masyarakat hingga mendapatkan perhatian dari Komisi III anggota DPR yang menganggap bahwa putusan ini perlu diadakan peninjauan ulang dan perlunya pemeriksaan terhadap hakim yang bertugas disinyalir telah melakukan kecurangan. Mengingat hukum positif secara tegas melarang tindak pidana penganiayaan dan menyebabkan kematian sebagaimana pasal 351 ayat 3 KUHP: menyatakan bahwa jika perbuatan Penganiayaan mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Dalam konteks hukum Islam pun demikian, pelaku penganiayaan dapat dikenakan hukuman qishash (hukuman serupa dengan apa yang dilakukan), apabila pihak keluarga korban memaafkan maka gugur hukuman qishash diganti dengan diyat (denda yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban).[footnoteRef:12]  [12:  Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, 2010, 125] 

Hukum pidana dan hukum Pidana Islam sama-sama menganut prinsip keadilan (al-‘adl) menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis putusan bebas (Vrijspraak) dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Apakah seorang hakim boleh memutuskan berdasarkan Pengetahuannya sendiri?.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu dengan mengkaji serta menganalisa sumber pustaka berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier[footnoteRef:13]. Pendekatan pengkajian masalah yang diaplikasikan pada penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumen (studi pustaka), mengutip dan menganalisis data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mengungkapkan peraturan perundang–undangan yang berkaitan dengan teori–teori hukum sebagai objek penelitian, serta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu gejala atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat  teori-teori yang sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru.[footnoteRef:14] [13:  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Radjawali Press, 2015)
]  [14: . Zainudin ali, Metode penelitian Hukum , jakarta, 2014. hal 67.] 


Hasil dan Pembahasan
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) (Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY)
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”[footnoteRef:15] Kejelian dan kecermatan hakim dalam menganalisa argumentasi yang diajukan oleh jaksa, baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi penasehat hukum dalam membela terdakwa sangat diperlukan agar mendapatkan keyakinan terdakwa benar-benar sersalah atau tidak. Jika setelah pemeriksaan dipersidangan, hakim masih ada keragu-raguan maka hakim dapat memberikan putusan bebas terhadap terdakwa,[footnoteRef:16] sebagaimana pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal tersebut telah ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana, yaitu: adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan adanya keyakinan Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah tersebut.[footnoteRef:17] Alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. [15:  Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,  2010, hal 286] 

Jika ditelaah putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby jaksa penuntut umum telah mendatangkan rekaman CCTV Mall tempat kejadian perkara, para Saksi, saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela sebagai teman yang ikut karaoke sebelum terjadinya peristiwa naas yang dialami korban Dini Sera Afrianti. Kemudian Steven Yosefa Bin Asep Saipudin selaku pegawai Blackhole KTV tempat korban dan teman-temannya karaoke. selanjutnya saksi I Nyoman Budi Darma Kangin yang akan keluar terhalang oleh mobil Terdakwa, dan orang yang memebritahu kepada saksi Mubarok bahwa “ada seorang perempuan tergeletak, tolong dibantu” lalu saksi Mubarok memberitahu saksi Agus Santoso sebagai pengawas secure parkir selanjutnya saksi Mubarok bersama dengan saksi Fajar Fahrudin, saksi Imam Subekti dan saksi Agus Santoso mendatangi korban Dini Sera Afrianti yang tergeletak di tengah jalan parkir basement, dan melihat mobil terdakwa yang masih menyala kemudian para saksi menanyakan pada terdakwa apakah terdakwa kenal dengan korban Dini Sera Afrianti dan terdakwa menjawab tidak kenal, sehingga para saksi coba menghubungi Steven Yosefa pihak Blackhole KTV untuk menanyakan perihal korban Dini Sera Afrianti, Steven Yosefa mengatakan bahwa korban datang bersama terdakwa Gregorius Ronald Tannur dan akhirnya terdakwa mengakui mengenal korban Dini Sera Afrianti.[footnoteRef:18]
Terdakwa Gregorius Ronald Tannur membawa korban Dini Sera Afrianti ke Apartemen Orchad Tanglin dan pada saat di lobby, terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban Dini Sera Afrianti di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security yaitu saksi Mohammad Mustofa selanjutnya saksi Mohammad Mustofa meminta identitas Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian saksi Hermawan bin Adi melihat dari CCTV mobil Terdakwa naik ke lantai parkiran mobil dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchad 31-12 milik korban Dini Sera Afrianti lalu saksi Mohammad Mustofa dan saksi Hermawan Bin Adi naik ke kamar korban Dini Sera Afrianti untuk menyusul Terdakwa lalu terdakwa dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap korban Dini Sera Afrianti yang ada di lobby bawah kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi korban Dini Sera Afrianti sudah tidak bernafas. Selanjutnya datang saksi Retno Happy Purwaningtyas yang kenal dengan korban Dini Sera Afrianti berinisiatif membawa korban Dini Sera Afrianti ke rumah sakit lalu saksi Hermawan Bin Adi mengangkat korban Dini Sera Afrianti untuk ditaruh di mobil Innova milk Terdakwa di kursi depan sebelah pengemudi lalu berangkat menuju ke Rumah Sakit National Hospital.
Saksi Ahli dari UGD Rumah Sakit National Hospital yakni dr. Felicia Limantoro yang memeriksa dan memastikan bahwa korban Dini Sera Afrianti sudah meninggal dan disarankan untuk melakukan autopsi di RSUD Dr. Soetomo karena dr. Felicia Limantoro mengkategorikan kematian yang tidak wajar. Kemudian RSUD Dr. Soetomo dr. RENNY SUMINO, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
a) Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata;
b) Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata;
c) Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri;
d) Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri. Hasil ini lazim ditemukan pada mati lemas;
e) Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;
f) Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
a) Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas;
b) Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga keempat dan kelima kanan;
c) Luka memar pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul;
d) Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul;
e) Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml
4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan:
a) Ditemukan alkohol pada lambung dan darah;
b) Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri;
c) Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas;
d) Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat.
Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari rekaman CCTV, keterangan para saksi dan keterangan saksi ahli tersebut jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 338 KUHP,[footnoteRef:19] Pasal 351 Ayat 3 KUHP,[footnoteRef:20] dan Pasal 359 KUHP,[footnoteRef:21] Pasal 351 ayat 1 KUHP.[footnoteRef:22] Akan tetapi hakim menyatakan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari tahanan setelah putusan diucapkan, dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dalam putusan ini hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa[footnoteRef:23] saja tanpa memperhatikan hal-hal yang diajukan oleh jaksa dan keluarga korban, sehingga putusan ini bukanlah putusan yang berdasarkan asas keadilan. Hakim menjadikan pasal 183 KUHAP[footnoteRef:24] dan pasal 191 ayat 1 KUHAP[footnoteRef:25] sebagai legalitas hukum untuk mengkriminalisasi pihak keluarga korban. [19: pasal 338 KUHP:” Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”]  [20:  Pasal 351 Ayat 3 KUHP:”Penganiayaan menyebabkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”]  [21:  Pasal 359 KUHP:”Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”]  [22:  Pasal 351 ayat 1 KUHP:”Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,]  [23:  Salah satu hal yang meringankan terdakwa, diperoleh dari saksi Calvin Irawan yang diajukan oleh terdakwa menyatakan bahwa: Almh Dini Sera Afrianti memiliki penyakit lambung, ketika mabuk Dini Sera Afrianti pernah bertengkar dengan temannya dan tempramennya suka marah-marah.]  [24:  183 KUHAP:”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”]  [25:  Pasal 191 ayat 1 KUHAP:”Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.] 

Perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain dengan motif apapun merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-isra’ ayat 33 
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا 
Artinya:” Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. al-Isra’ : 33)
Dalam ayat ini Allah swt melarang hamba-Nya membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Maksud "membunuh jiwa" ialah menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang diharamkan Allah membunuhnya" ialah membunuh dengan alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan agama. Adapun sebab mengapa Allah swt melarang para hamba-Nya menghilangkan nyawa manusia dengan alasan yang tidak dibenarkan ialah:[footnoteRef:26] [26:  Tafsir Tahlili, https://quran.nu.or.id/al-isra'/33] 

1. Pembunuhan menimbulkan kerusakan. Islam melarang setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan. Larangan itu berlaku umum untuk segala macam tindakan yang menimbulkan kerusakan, maka pembunuhan pun termasuk tindakan yang terlarang. Allah swt berfirman:”janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik (al-A'raf/7: 85). 
2. Pembunuhan itu membahayakan orang lain. Ketentuan pokok dalam agama ialah semua tindakan yang menimbulkan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain itu terlarang. Allah swt berfirman: bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. (al-Ma'idah/5: 32) Rasulullah saw bersabda: Hilangnya dunia bagi Allah lebih rendah nilainya dibanding membunuh seorang muslim. (Riwayat at-Tirmidzi dari 'Abdullah bin 'Umar)
3. Mengganggu keamanan masyarakat yang membawa kepada musnahnya masyarakat itu sendiri. Karena apabila pembunuhan diperbolehkan, tidak mustahil akan terjadi tindakan saling membunuh di antara manusia, yang pada akhirnya manusia itu akan binasa. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. (an-Nisa'/4: 93).
Dalam al-isra’ ayat 33 ini Allah swt memberikan pengecualian siapa yang boleh dibunuh melalui firman-Nya, "melainkan dengan sesuatu alasan yang dibenarkan agama." Di antaranya ialah pria atau wanita yang berzina setelah terikat dalam hukum akad pernikahan dan orang yang dengan sengaja membunuh orang beriman yang dilindungi hukum. Pengecualian seperti tersebut di atas, disebutkan dalam hadis Nabi: Tidak halal darah orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kecuali karena salah satu dari tiga perkara: Orang dibunuh karena ia membunuh, janda atau duda yang berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari kaum Muslimin. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Abdullah) Kemudian Allah swt menjelaskan tindakan apa yang harus dilakukan oleh ahli waris dari yang terbunuh, dan siapa yang harus melaksanakan tindakan itu apabila secara kebetulan si terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris. Allah swt menetapkan bahwa barang siapa yang dibunuh secara zalim, yakni tanpa alasan yang benar, maka Allah telah memberikan kewenangan atau hak kepada ahli warisnya untuk menentukan pilihan hukuman bagi si pembunuh, yaitu antara hukum qishash atau menerima diyat (tebusan), seperti yang telah ditetapkan dalam firman-Nya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh (al-Baqarah/2: 178).[footnoteRef:27]  [27:  Tafsir Tahlili, https://quran.nu.or.id/al-isra'/33] 

Menurut Zainuddin Ali, pembunuhan jika dilihat dari sifat perbuatan seseorang dan/atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni: pembunuhan disengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan dan pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.[footnoteRef:28] Pembunuhan semi sengaja ialah kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan alat-alat yang diyakini tidak menyebabkan kematian seseorang, seperti cambuk, kayu, tangan, dan sebagainya, namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian si korban pemukulan.[footnoteRef:29] Senada dengan pendapat imam Abu Hanifah, pembunuhan semi sengaja yaitu pelaku sengaja memukul korban, namun dengan menggunakan sesuatu yang tidak termasuk kategori senjata, seperti pembunuhan dengan benda tumpul semisal tongkat, batu, kayu, dsb. [28:  Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, ]  [29:  Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Bandung: Pustaka Setia, 2010, hal. 122] 

Menurut Ulama Syafi’iyah pembunuhan semi sengaja ialah setiap perbuatan yang tidak diniatkan untuk membunuh namun menyebabkan kematian. Sebagian ulama Syafi’iyah mendefinisikan sebagai perbuatan dengan niat melukai menggunakan sesuatu yang biasanya tidak mematikan tetapi menyebabkan kematian. Oleh karena itu hukumannya tidak sama dengan hukuman pembunuhan disengaja. Sedangkan menurut ulama Hanabilah mendefinisikan pembunuhan semi sengaja adalah tindakan yang disengaja dan biasanya tidak mematikan, tetapi menyebabkan kematian, baik karena niat melawan hukum maupun memberikan pelndidikan, tapi perbuatan tersebut berlebihan, misalnya memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, tangan, memasukan korban kedalam air dangkal, meneriaki anak kecil atau orang idiot yan berada diatas atap kemudian terjatuh, atau menegur orang yang berakal dengan cara meneriakinya hingga jatuh.[footnoteRef:30] [30:  Wahbah Zuhaili, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani) 2011, hal. 648-649] 

Pembunuhan semi sengaja dalam Hukum pidana Islam sama dengan pemukulan yang menyebabkan kematian dalam hukum positif, tetapi pengertian pemunuhan semi sengaja dalam hukum pidana Islam lebih tepat dan lebih lengkap, yakni pembunuhan yang dilakukan dengan cara dipukul, dilukai, diracun, ditenggelamkan, dibakar, dibenturkan, dicekik, dan setiap perbuatan yang termasuk pembunuhan disengaja jika pelakunya tidak berniat membunuh walaupun berniat menyerang.[footnoteRef:31] [31:  Abdul Qadir Audah, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III,  Bogor: PT. Kharisma Ilmu, hal. 255] 

Berdasarkan pendapat saksi ahli yang menyatakan terdapat luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri, pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul. Adanya Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul, dan Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.[footnoteRef:32] Hal ini mengindikasikan bahwa korban Dini Sera Afrianti mengalami penganiayaan hingga akhirnya ia meninggal dunia. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa Gregorius Ronald Tannur ini termasuk jarimah (tindak pidana) penyaniayaan yang menyebabkan kematian atau bisa juga disebut sebagai jarimah pembunuhan semi sengaja, karena terdakwa Gregorius Ronald Tannur tidak ada niat kesengajaan untuk membunuh korban tapi adanya niat melakukan perbuatan tertentu yakni berupa mencekik, menendang, dan memukul kepala korban menggunakan botol Tequilla (botol minuman yang mereka konsumsi selama didalam room 7 Blackhole KTV) yang dibawa oleh Terdakwa, dan menyebabkan korban Dini Sera Afrianti meninggal dunia.[footnoteRef:33] Adapun unsur-unsur pembunuhan semi sengaja adalah sebagai berikut: [33:  Asadulloh Al-Faruk, Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Islam, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2009, hal. 49] 

1. Adanya Perbuatan Pelaku Mengakibatkan Kematian Korban
Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban, baik itu berupa pemukulan, pelukaan, dan bentuk penganiayaan lainnya. Tidak penting dalam pemukulan dan pelukaan itu pelaku menggunakan alat tertentu atau tidak karena terkadang pelaku tidak menggunakan alat, seperti menampar, meninju, menggigit, dan menendang. Bisa jadi, pelaku menggunakan alat yang tumpul, benda tajam, atau benda yang dapat menusuk, seperti tongkat, pedang, kapak, pisau, tombak, atau jarum besar. Bisa juga pelaku melempar korban dengan sesuatu, seperti batu, anak panah, atau peluru. Pelaku bisa juga memberikan stimulan dengan binatang buas seperti serigala atau binatang jinak seperti anjing. Kemudian perbuatan tersebut membawa pengaruh pada fisik maupun jiwa sehingga mengakibatkan kematian.[footnoteRef:34] [34:  Abdul Qadir Audah, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III, hal. 256] 

Jika dilihat dalam putusan putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, pada uraian kronologi kejadian menerangkan bahwa saat didepan lift untuk turun ke parkiran mobil terjadi cekcok antara Dini Sera Afrianti dengan terdakwa. Saat didalam lift Dini Sera Afrianti menampar terdakwa lalu terdakwa mencekik korban Dini Sera Afrianti dan berusaha menjauhkan diri dari pukulan korban Dini Sera Afrianti. Terdakwa menendang kaki kiri korban Dini Sera Afrianti sehingga korban jatuh, kemudian korban Dini Sera Afrianti menarik baju terdakwa yang membuat terdakwa langsung memukul korban Dini Sera Afrianti dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.
Pada saat di parkiran mobil, terdakwa Gregorius Ronald Tannur melihat korban Dini Sera Afrianti sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu Terdakwa langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi dan ketika Terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada korban Dini Sera Afrianti mau pulang atau tidak?” tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban Dini Sera Afrianti membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga Terdakwa sengaja langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan dimana saat itu Terdakwa mengetahui posisi korban Dini Sera Afrianti sedang bersandar di mobil sebelah kiri. Seharusnya Terdakwa dapat mengetahui akibat perbuatannya apabila Terdakwa menjalankan mobilnya belok kearah kanan dengan posisi korban Dini Sera Afrianti bersandar di badan mobil akan membuat tubuh korban ikut bergerak mengikuti laju mobil, namun karena Terdakwa merasa kesal dan emosi Terdakwa tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas korban Dini Sera Afrianti. 
Berdasarkan peristiwa pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Gregorius Ronald Tannur mencekik, menendang, memukul kepala korban dengan benda tumpul (botol Tequilla), dan menjatuhkan korban dari mobil serta melindas korban Dini Sera Afrianti dengan mobilnya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum pidana Islam dan hukum positif.

2. Adanya Kesengajaan dalam Melakukan Perbuatan
Pelaku diisyaratkan melakukan perbuatan secara sengaja yang mengakibatkan kematian tanpa adanya niat membunuh. Untuk mengetahui niat pelaku ialah dengan mengetahui alat atau cara yang dipakainya. Jika alat yang digunakan biasanya tidak mematikan, maka perbuatannya dianggap sebagai pembunuhan semi sengaja.[footnoteRef:35] Jika dilihat dalam putusan putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, pada uraian kronologi kejadian menerangkan bahwa adanya kesengajaan dari terdakwa Gregorius Ronald Tannur mencekik, menendang, dan memukul kepala korban dengan benda tumpul (botol Tequilla), bukan menggunakan alat yang biasanya mematikan. Selanjutnya, pada saat di parkiran terdakwa melajukan mobilnya kearah kanan meskipun terdakwa tahu korban Dini Sera Afrianti sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan mengikuti laju mobil dan menyebabkan korban jatuh, karena terdakwa merasa kesal dan emosi terdakwa tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas korban Dini Sera Afrianti. [35:  Abdul Qadir Audah, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III, hal. 260] 


3. Antara Perbuatan dan Kematian Ada Hubungan Sebab Akibat
Antara perbuatan pelaku dan kematian korban harus ada hubungan sebab akibat. Artinya perbuatan tersebut merupakan illat (penyebab) langsung terhadap kematian atau menjadi sebab kematian. Jika tidak ada hubungan sebab akibat, pelaku tidak bertanggungjawab atas kematian korban, tetapi pelaku harus bertanggung jawab karena melakukan pelukaan atau pemukulan.[footnoteRef:36]  [36:  Abdul Qadir Audah, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III, hal. 261] 

Jika dilihat dalam putusan putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, adanya perbuatan terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang menyebabkan korban Dini Sera Afrianti meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari uraian kronologi kejadian menerangkan bahwa adanya kesengajaan dari terdakwa Gregorius Ronald Tannur mencekik, menendang, dan memukul kepala korban dengan benda tumpul (botol Tequilla)pada saat berada di lift. Selanjutnya, pada saat di parkiran terdakwa melajukan mobilnya kearah kanan meskipun terdakwa tahu korban Dini Sera Afrianti sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan mengikuti laju mobil dan menyebabkan korban jatuh, karena Terdakwa merasa kesal dan emosi Terdakwa tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas korban Dini Sera Afrianti. 
Korban sempat dibiarkan beberapa saat oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur dan terdakwa berpura-pura tidak mengenal korban. Hingga akhirnya datang saksi Steven Yoseva memberitahu saksi Mubarok, Fajar Fahrudin, Imam Subekti, dan Agus Santoso bahwa melihat korban Dini Sera Afrianti datang ke Blackhole KTV bersama dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Akhirnya terdakwa mengaku mengenal korban dan membawa korban ke Apartemen Orchad Tanglin milik korban. Setibanya di apartemen, terdakwa meninggalkan korban di loby sehingga petugas apartemen mencari keberadaan terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya karena korban Dini Sera Afrianti terlihat dalam keadaan tidak bernafas. Kemudian, saksi Retno Happy Purwaningtyas yang kenal dengan korban membawa korban ke rumah sakit nasional hospital dan diperiksa oleh saksi dr. Felicia Limantoro, pada saat diperiksa korban dalam keadaan tidak bernafas lagi sehingga saksi dr. Felicia Limantoro melakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung korban dan hasilnya kondisi jantung korban “Asystole” yang berarti korban Dini Sera Afrianti sudah tidak mempunyai denyut jantung. Selanjutnya untuk memastikan saksi dr. Felicia Limantoro memeriksa pupil korban dan diketahui reflek mata korban terhadap cahaya negatif sehingga dr. Felicia Limantoro menyarankan kepada pengantar korban Dini Sera Afrianti agar dibawa IKF RSUD Dr. Soetomo untuk dilakukan Autopsi karena termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar
Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan semi sengaja dan dapat dikenakan sanksi pembunuhan semi sengaja. Menurut Ulama Syafi’iyah hukuman pembunuhan semi sengaja tidak sama dengan hukuman pembunuhan disengaja. Ada tiga jenis hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengaja, diantaranya ialah hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan.[footnoteRef:37] Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja ialah mebayar diyat dan kafarat. Tidak ada ancaman hukuman qisas dalam pembunuhan semi sengaja tetapi wajib membayar diyat mughallazah (diyat besar) yang dibebankan kepada karib kerabat terbunuh, yang bisa dianggsur selama tiga tahun.[footnoteRef:38] [37:  Marsaid, Al-fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam), Palembang: CV. Amanah, 2022, hal.]  [38:  Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia), (Tanggerang: PT Nusantara Persada Utama), 2018, hal. 35] 

Menurut Imam asy-Syafi’i diat yang wajib dalam pembunuhan semi sengaja sama dengan diat dalam pembunuhan disengaja dan diat wajibnya hanyalah unta. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, diat yang wajib ada tiga jenis: unta, emas, dan perak. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, dan Muhammad yang wajib digunakan dalam diyat ada enam jenis: unta, emas, perak, gandum, kambing, dan perhiasan. Mengenai kadar yang wajib dari setiap jenis diyat dalam pembunuhan semi sengaja sama dengan kadar yang wajib pada diyat pembunuhan disengaja. Adapun pihak yang wajib membayarkan diyat, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa yang wajib membayarkan diyat pembunuhan semi sengaja ialah pihak keluarga bukan atas harta pelaku. Berbeda dengan Imam Malik, Ibnu Syirin, az-Zuhri, Harits al-‘Akali, Ibnu Syubramah, Qatadah, Abu Tsaur, dan Abu Bakar al-Asham, berpendapat bahwa diyat pembunuhan semi sengaja wajib atas harta pembunuh, karena diat merupakan akibat dari perbuatan yang ia sengaja.[footnoteRef:39] [39:  Abdul Qadir Audah, diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III, hal. 338-341] 

Hukuman pokok yang ke-2 bagi pelaku pembunuhan semi sengaja adalah kafarat yaitu memerdekakan budak mukmin, apabila tidak memiliki budak mukmin atau tidak memiliki kelebihan harta untuk membebaskan budak atau memang tidak menemukan seorang budak pun tidak ditemukan maka wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Hukuman pengganti pembunuhan semi sengaja berupa hukuman ta’zir yang ditetapkan oleh hakim. Kemudian, pelaku pembunuhan semi sengaja dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak mewarisi dan hak diwarisi.[footnoteRef:40] [40:  Topo Santoso, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Rajawali Pers) 2016, hal.169] 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa Gregorius Ronald telah memenuhi unsur-unsur jarimah pembunuhan semi sengaja dan sanksinya berupa diyat (denda yang harus dibayarkan kepada keluarga korban baik berupa unta, emas, perak, gandum, kambing, dan perhiasan, sesuai dengan kadar diyat yang telah ditentukan) jika hakim mendapatkan keraguan dalam penjatuhan hukuman diyat maka hakim dapat mengganti hukuman diyat dengan hukuman ta’zir yaitu hukuman yang sifatnya represif, preventif, dan edukatif.

B. Bolehkah Seorang Hakim Memutuskan Berdasarkan Pengetahuannya Sendiri.
Hakim merupakan orang yang mengemban mandat dari masyarakat yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kedzaliman, karena kedzaliman merupakan sumber runtuhnya peradaban dan rusaknya tatanan masyarakat. Hakim tidak boleh condong ke salah satu pihak dan hakim harus lebih mengedepankan simbol-simbol kebenaran, keadilan, menumbuhkan rasa aman dan tentram kepada semua lapisan masyarakat, menumbuhkan kepercayaan, ketenangan, kerelaan dan kecintaan. Pengambilan keputusan harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan, seperti kesaksian, ikrar, sumpah, dan indikasi (qarinah). Hakim tidak boleh mengeluarkan hukum dalam satu kasus tertentu berdasarkan keinginan sendiri.[footnoteRef:41] [41:  Wahbah Zuhaili, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani) 2011, hal. 93] 

Dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tentang putusan bebas terhadap pelaku pembunuhan yakni terdakwa Gregorius Ronald Tanur telah sesuai prosedur persidangan seperti mendatangkan saksi, saksi ahli, disertai barang bukti seperti rekaman cctv, dan lain sebagainya, untuk membuktikan perbuatan terdakwa benar-benar melawan hukum. Akan tetapi, putusan hakim tidak sesuai dengan aturan hukum yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum pasal 338 KUHP,[footnoteRef:42] Pasal 351 Ayat 3 KUHP,[footnoteRef:43] dan Pasal 359 KUHP,[footnoteRef:44] Pasal 351 ayat 1 KUHP,[footnoteRef:45] dan pembuktian selama persidangan, hakim cenderung menggunakan pendapatnya sendiri. Hal ini didasarkan pada Pasal 191 ayat 1 KUHAP:”Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Untuk dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan maka diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Klausa harus adanya keyakinan hakim inilah yang dapat disalahgunakan oleh hakim untuk membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tanur dari semua tuntutan hukum. [42: pasal 338 KUHP:” Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”]  [43:  Pasal 351 Ayat 3 KUHP:”Penganiayaan menyebabkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”]  [44:  Pasal 359 KUHP:”Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”]  [45:  Pasal 351 ayat 1 KUHP:”Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,] 

Bolehkan hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya sendiri. Menurut pendapat ulama mazhab Maliki dan Hanbali seorang hakim tidak boleh menetapkan putusan berdasarkan pengetahuannya sendiri, baik dalam masalah had maupun yang lain, baik ia mengetahuinya sebelum proses pengadilan maupun ketika dalam sidang pengadilan, misalnya tertuduh mengaku secara sukarela di hadapannya. Hal ini didasarkan pada sabda nabi dalam kasus antara al-hadrami dan al-kindi:”Datangkanlah dua saksi yang menguatkanmu atau sumpah yang dituduh bahwa dia tidak melakukannya. Tidak ada cara bagimu kecuali itu.” Ini menunjukkan bahwa nabi memutuskan perkara berdasarkan apa yang beliau dengar dan persaksikan.[footnoteRef:46] [46:  Wahbah Zuhaili, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani) 2011, hal. 114] 

Menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila perkara yang ditangani adalah hukuman had yang murni berkaitan dengan hak-hak allah, putusan hakim tidak sah jika didasarkan pada pengetahuan hakim saja, karena hak-hak allah dibangun atas dasar kemudahan dan kelonggaran. Jika perkara yang ditangani berkaitan dengan hak harta manusia, pengetahuan hakim yang diperoleh sebelum ia menjabat sebagai hakim maka pengetahuannya itu tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Apabila pengetahuannya diperoleh setelah dia bertugas menjadi hakim, maka dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara. Adapun pendapat yang mu’tamad yang dijadikan fatwa dalam mazhab Hanafi ialah pendapat dari kelompok muta’akhirin ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa keputusan hakim yang didasarkan pada pengetahuannya tidak dapat diterima sama sekali pada masa sekarang, sebab hakim sekarang banyak yang tidak bertanggungjawab.[footnoteRef:47] [47:  Wahbah Zuhaili, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani) 2011, hal. 116] 

Menurut Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa selain dalam perkara hudud murni yang menyangkut hak allah, seorang hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya sendiri, baik pengetahuannya diperoleh sebelum menjabat jadi hakim maupun setelah jadi hakim, ataupun pengetahuannya itu diperoleh diluar daerah tempat tugasnya, baik dalam proses hukum itu ada bukti yang dihadirkan atau tidak.[footnoteRef:48] [48:  Ibid] 

Dari ke-empat pendapat ulama imam mazhab tersebut, penulis sepakat dengan pendapat dari kelompok muta’akhirin ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa keputusan hakim yang didasarkan pada pengetahuannya tidak dapat diterima sama sekali pada masa sekarang, sebab hakim sekarang banyak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan bebas terhadap pelaku kejahatan/tindak pidana. Salah satunya ialah Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tentang putusan bebas terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Gregorius Ronald Tanur. 

Kesimpulan
Dalam perspektif hukum pidana Islam perbuatan terdakwa Gregorius Ronald telah memenuhi unsur-unsur jarimah pembunuhan semi sengaja dan sanksinya berupa diyat (denda yang harus dibayarkan kepada keluarga korban baik berupa unta, emas, perak, gandum, kambing, dan perhiasan, sesuai dengan kadar diyat yang telah ditentukan) jika hakim mendapatkan keraguan dalam penjatuhan hukuman diyat maka hakim dapat mengganti hukuman diyat dengan hukuman ta’zir yaitu hukuman yang sifatnya represif, preventif, dan edukatif. Keputusan hakim yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri tidak dapat diterima sama sekali pada masa sekarang, sebab hakim sekarang banyak yang tidak bertanggungjawab.
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